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IB UPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADI-ING

NOMOR 6 TAHLTN 20 16

TENTANG

SIANDARISASI USAHA PONDOK WISATA
, DI KABUPATEN BADLTNG

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADLING,

bahr ra seiring dengan perkembangan pesat usaha pondok wisata yang
nrenrpakan salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi dan dalam
rang(a adanya kepastian produk, pelayanan dan pengelolaan serta untuk
drrpat meningkatkan daya saing usaha pondok wisata, maka
penlelenggaraan usaha pondok wisata wajib memenuhi standar usaha
prrnc ok wisata;

bilhv,a dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional mengenai
stanc arisasi bidang pariwisata, dan sesuai dengan kewenangan
Pem,:rintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam penerapan
stanc arisasi bidang pariwisata;

bahv a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dar huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi
Usaha Pondok Wisata di Kabupaten Badung.

Undeng-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
da-ere h ringkat II dalam wilayah Daerah-daerah ringkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indorresia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lenbaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tamlrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebag aimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang -
Unda ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Urrdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 58,
Ta.mt ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

Urrda rg-Undang Nomor l0 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lem raran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Urrdarrg-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pe,nge lolaan Linghungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur, 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inclon lsia Nomor 5059);
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